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Abstract: This study explores the responsibility of the Tasikmalaya Police Resort in ensuring 
public safety and order, based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National 
Police, and viewed through the lens of Siyasah Dusturiyah (Islamic constitutional politics). The 
main issue addressed is the rising crime rate including motorcycle theft, gang violence, and 
street crimes that has caused public unrest. Employing a juridical-empirical approach with 
descriptive qualitative methods, data were gathered through observation, interviews, and 
documentation. The findings indicate that the Tasikmalaya Police have implemented both 
preventive (patrols, legal counseling, public education) and repressive (investigation and law 
enforcement) strategies. Community-based programs such as "Police, Friends of the People" and 
"Friday Dialogues" have also enhanced public-police cooperation. From a Siyasah Dusturiyah 
perspective, the police embody the role of muḥtasib, enforcers of amar ma’ruf nahi munkar, 
tasked with maintaining public welfare and order. Thus, police responsibility is both legally 
mandated and spiritually driven as a divine trust. 
 
Keywords: Police, Security, Crime, Law No. 2 of 2002, Siyasah Dusturiyah 

 

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam 
menjaga rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002, serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Permasalahan utama adalah 
meningkatnya angka kriminalitas, seperti curanmor, geng motor, dan kekerasan jalanan, yang 
memicu keresahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 
dan studi dokumen literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya telah 
melaksanakan tanggung jawabnya melalui strategi preventif (patroli, penyuluhan, edukasi) 
dan represif (penyidikan, penindakan hukum). Program seperti “Polisi Sahabat Masyarakat” 
dan “Jumat Curhat” juga memperkuat hubungan polisi dengan warga. Dalam perspektif 
siyasah dusturiyah, kepolisian mencerminkan fungsi muh tasib, yakni penegak amar ma’ruf 
nahi munkar yang bertugas menjaga ketertiban dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, 
tanggung jawab kepolisian bersifat legal sekaligus spiritual sebagai amanah syar’i. 

Kata Kunci: Kepolisian, Keamanan, Kriminalitas, UU No. 2 Tahun 2002, Siyasah Dusturiyah
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PENDAHULUAN 
Masyarakat merupakan suatu 

kelompok manusia yang tinggal seacra 
bersama-sama maupun secara individu 
dalam satu tempat yang saling membuthkan. 
Perkembangan hukum dalam masyarakat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 
sosiologi, ekonomi, budaya, dan politik, yang 
semuanya berperan dalam menentukan 
efektivitas penerapan hukum. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu melakukan 
penyesuaian atau perubahan yang 
diperlukan guna memenuhi kebutuhan 
hukum yang sesuai dan mampu mengatur 
permasalahan tersebut dengan baik (Yasyah 
Sinaga, 2022). 

Kepolisian merupakan lembaga yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum 
di dalam negeri. Sebagai bagian dari tugas 
utamanya, kepolisian bertindak untuk 
menegakkan hukum, menjaga ketertiban, 
serta memberikan rasa aman kepada 
masyarakat. lain daripada itu tidak hanya 
bertindak untuk menegakkan hukum 
semata, tetapi juga mempertimbangkan 
aspek keadilan, ketertiban, dan keamanan 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat 
luas. Setiap keputusan yang diambil 
kepolisian baik dalam penyelidikan, 
penindakan, atau pencegahan tindak 
kejahatan harus berlandaskan kepentingan 
umum dan kemaslahatan rakyat. Hal ini 
sejalan dengan prinsip syariah bahwa 
pemimpin dan aparatur negara bertanggung 
jawab untuk menghindari tindakan yang 
merugikan dan mendorong kebijakan yang 
membawa kebaikan (Sembiring, 2023). 

Kebijakan kepolisian dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban di tengah 
masyarakat tidak hanya bertujuan menekan 
angka kriminalitas, tetapi juga memastikan 
terciptanya lingkungan yang kondusif bagi 
aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan ini 
mencerminkan kepedulian terhadap 
kesejahteraan dan kepentingan rakyat. 

Ketentuan kepolisian ini diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Undang-undang ini memberikan 
dasar hukum bagi polri untuk menjalankan 
tugas seperti melakukan penyelidikan, 
penyidikan, hingga menjaga keamanan 
dalam negeri (Negara Indonesia, 2002). 

Kota Tasikmalaya, sebagai bagian 
dari Provinsi Jawa Barat, menunjukkan 
perkembangan yang cukup pesat, khususnya 
dalam aspek kependudukan dan 
pembangunan wilayah. Namun, seiring 
dengan perkembangan tersebut, tingkat 
pelanggaran hukum di masyarakat juga 
mengalami peningkatan. Beragam tindak 
kriminal kerap terjadi, antara lain 
pembegalan, perampokan, penganiayaan, 
pencabulan, pencurian kendaraan bermotor 
(curanmor), hingga pemerkosaan terhadap 
anak di bawah umur. Tindakan-tindakan 
melawan hukum ini menimbulkan 
keresahan di tengah masyarakat. Salah satu 
fenomena yang cukup menonjol adalah 
maraknya aksi kekerasan oleh kelompok 
geng motor, yang dalam sejumlah kasus 
telah menyebabkan korban luka-luka 
bahkan meninggal dunia (Rika Widianita, 
2023). 

Berdasarkan temuan di lapangan, 
pelanggaran hukum di Tasikmalaya 
umumnya dipengaruhi oleh latar belakang 
keluarga dan lingkungan sosial. Faktor-
faktor seperti kekerasan dalam rumah 
tangga, perundungan (bullying), intimidasi 
dari anggota keluarga, kondisi keluarga yang 
tidak utuh (broken home), serta kehidupan 
di lingkungan pra-sejahtera menjadi 
determinan utama dalam pembentukan 
perilaku menyimpang. Di samping itu, 
persoalan yang tidak kalah penting adalah 
terjadinya degradasi moral di kalangan 
generasi muda, yang dipicu oleh tingginya 
intensitas paparan terhadap konten negatif 
melalui media komunikasi dan informasi 
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yang berkembang pesat tanpa batasan yang 
memadai (Arifianto, 2019) 

Dalam upaya menanggulangi tindak 
kriminalitas di Kota Tasikmalaya, aparat 
kepolisian perlu menerapkan strategi 
penanganan yang mengintegrasikan 
pendekatan preventif dan represif secara 
proporsional. Selain itu, kepolisian juga 
melakukan pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum,  
perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  
kepada  masyarakat  dilakukan  oleh  
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
selaku alat negara yang dibantu oleh 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia seperti yang di atur dalam UU 
No.2 Tahun 2002. 

Namun, Dalam implementasinya, 
kepolisian Kota Tasikmalaya menghadapi 
beberapa kendala. Pertama, keterbatasan 
personel dan anggaran menghambat 
pengawasan di wilayah dengan potensi 
kerawanan tinggi. Kedua, rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan 
pencegahan dini menyulitkan deteksi awal 
kejahatan. Selain itu, penyalahgunaan 
teknologi dan media sosial oleh remaja 
mempercepat penyebaran perilaku 
menyimpang, yang tidak dapat diatasi hanya 
dengan pendekatan hukum. Oleh karena itu, 
diperlukan strategi komprehensif yang 
melibatkan kolaborasi antara aparat 
penegak hukum dan masyarakat (Ahmad, 
2025b). 

Berdasarkan latar belakang diatas, 
penelitian ini akan mengkaji mengenai 
tanggung jawab kepolisian dalam 
memberikan rasa aman dan tentram kepada 
masyarakat di tasikmalaya sesuai dengan UU 
No 2 tahun 2002, dan mengkaji dari 
persepektif siyasah dusturiyah untuk 
memberikan tinjauan hukum yang lebih 
komprehensif. 
 
 
 

KAJIAN TEORI 
Teori Tanggung Jawab 

Teori tanggung jawab hukum 
merupakan pendekatan yang membahas 
kewajiban subjek hukum atau pelaku yang 
telah melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum atau tindak 
pidana, untuk menanggung kerugian, 
membayar ganti rugi, atau menjalani 
hukuman atas kesalahan maupun 
kelalaiannya (Huda et al., 2022) Dalam 
Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" 
merujuk pada kondisi di mana seseorang 
wajib memikul akibat dari suatu perbuatan, 
yang jika terjadi sesuatu, dapat dituntut, 
disalahkan, atau dibawa ke ranah hukum. 
Sementara itu, kata "menanggung" 
mengandung arti bersedia memikul beban, 
merawat, menjamin, atau menunjukkan 
kesiapan dalam menjalankan kewajiban 
(Nusa, 2024) 

Menurut Hans Kelsen, dalam teori 
tanggung jawab hukumnya, seseorang 
dianggap bertanggung jawab secara hukum 
atas suatu tindakan tertentu apabila ia 
dikenai sanksi akibat perbuatannya yang 
bertentangan dengan hukum. Artinya, 
individu tersebut harus memikul 
konsekuensi hukum atas tindakannya. Lebih 
lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan 
untuk bersikap hati-hati sebagaimana yang 
dituntut oleh hukum disebut sebagai 
kelalaian (negligence). Kelalaian ini 
umumnya dipandang sebagai bentuk lain 
dari kesalahan (culpa), meskipun tidak 
seberat kesalahan yang timbul dari tindakan 
yang dilakukan dengan kesadaran akan 
akibat yang ditimbulkan, baik dengan niat 
jahat maupun tanpa niat tersebut (L.Paulson, 
2019). 

Tanggung jawab kepolisian 
merupakan konsep penting dalam hukum, 
etika, dan pemerintahan, yang menjelaskan 
kewajiban aparat kepolisian dalam menjaga 
keamanan, menegakkan hukum, serta 
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melindungi hak-hak masyarakat. Tanggung 
jawab ini mencakup aspek legal 
(berdasarkan undang-undang), sosial 
(interaksi dengan masyarakat), dan moral 
berlandaskan hati nurani dan integritas. 
(Nunuk, 2015). Secara normatif, tanggung 
jawab kepolisian di Indonesia ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Negara Indonesia, 2002). 

Teori Siyasah Dusturiyah 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, teori 

Siyasah Dusturiyah didefinisikan sebagai 
suatu sistem perundang-undangan yang 
dirancang untuk menjaga ketertiban dan 
mendorong terciptanya kemaslahatan 
(Iqbal, 2016). Dalam pandangan Islam, 
tanggung jawab kepolisian selaras dengan 
prinsip hisbah dan peran muh tasib, yaitu 
wujud tanggung jawab negara dalam 
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 
Polisi berperan sebagai penjaga ketertiban 
masyarakat yang bertugas memastikan 
tegaknya nilai-nilai syariah, keadilan sosial, 
dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, 
tugas kepolisian tidak hanya bersifat 
administratif, melainkan juga memiliki 
dimensi spiritual dan moral sebagai bentuk 
tanggung jawab yang diemban atas amanah 
dari Allah SWT (NurKholbi, 2016). 
 Aturan ini dapat berupa konstitusi 

tertulis maupun konstitusi tidak tertulis, 

yang disesuaikan dengan kehendak atau 

kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan 

demikian, siyasah dusturiyah merujuk 

mengenai interaksi antara pemimpin dan 

rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, siyasah 

dusturiyah umumnya berfokus pada 

pembahasan terkait pengaturan dan 

perundang-undangan yang diperlukan 

dalam urusan kenegaraan, dengan 

memperhatikan penyesuaian terhadap 

prinsip-prinsip agama, relasi kemaslahatan 

manusia, serta pemenuhan kebutuhan 

masyarakat (Iqbal, 2016) 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, yaitu metode 

penelitian yang menggabungkan studi 

hukum dengan data empiris di lapangan 

untuk menganalisis penerapan norma 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami 

bagaimana ketentuan hukum dijalankan 

dalam praktik (law in action), serta 

mengevaluasi efektivitas dan relevansi 

hukum dalam dinamika kehidupan sosial 

sehari-hari. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode deskriptif, penelitian ini 

menganalisis fenomena sosial serta 

implementasi hukum melalui data empiris di 

lapangan untuk menggambarkan kondisi 

secara sistematis dan mendalam.(Waluyo, 

2002).  

Data penelitian dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara, disertai studi 

dokumen literatur yang bersangkutan 

dengan penelitian ini. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif, yang meliputi proses 

reduksi data untuk menyaring informasi 

yang relevan secara hukum, penyajian data 

dalam bentuk narasi yang mencerminkan 

kondisi empirik terkait pelaksanaan norma 

hukum, serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi untuk menilai keterkaitan antara 

kebijakan hukum yang berlaku dengan 

realitas implementasinya di 

lapangan(Sugiyono, 2013).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tugas dan Fungsi Kepolisian 

Kepolisian merupakan salah satu 

lembaga pemerintahan yang memiliki peran 

krusial dalam suatu negara, terutama dalam 

konteks negara yang berlandaskan hukum. 

Istilah polisi sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu politeia, yang berarti 

keseluruhan pemerintahan suatu negara 

kota. Seiring dengan perkembangan waktu 

dan lokasi, makna istilah polisi mengalami 

variasi yang dipengaruhi oleh penggunaan 

bahasa dan tradisi di masing-masing negara. 

Misalnya, di Inggris istilah yang digunakan 

adalah police, di Jerman dikenal dengan 

polizer, di Belanda disebut politie, dan di 

Amerika Serikat istilah yang umum dipakai 

adalah sheriff (Rusmini, 2021). 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), polisi didefinisikan 

sebagai suatu lembaga pemerintah yang 

memiliki kewenangan untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban umum, termasuk 

di dalamnya melakukan tindakan terhadap 

pelanggaran hukum Dalam konteks 

ketatanegaraan Indonesia, kepolisian 

merupakan institusi negara yang berperan 

sentral dalam menjaga stabilitas keamanan 

serta ketertiban di tengah masyarakat 

(Yuwita, 2024) 

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, 

Polri memiliki tugas utama sebagai penegak 

hukum, pelindung, pengayom, dan 

pembimbing masyarakat guna mewujudkan 

kepatuhan terhadap hukum. Ketiga peran ini 

sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur 

Prasetya, yang menjadi landasan etis dan 

profesional dalam pelaksanaan tugas 

kepolisian. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas 

dan fungsi kepolisian dalam pelayanan 

masyarakat mencakup beberapa aspek, 

antara lain: 

a) Pelayanan terhadap pengaduan atau 

laporan dari masyarakat. 

b) Pemberian bantuan kepolisian. 

c) Pelayanan administrasi lalu lintas. 

d) Pelayanan dalam proses penegakan 

hukum dan penyidikan (Negara 

Indonesia, 2002) 

Dalam rangka memberikan rasa aman 

dan tentram, fungsi utama kepolisian adalah 

mencegah terjadinya tindakan yang 

mengganggu ketertiban serta mendorong 

masyarakat untuk bertindak secara lebih 

konstruktif. Fungsi penegakan hukum oleh 

Kepolisian harus dijalankan secara terpadu 

dengan fungsi perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai 

ilustrasi, dalam menangani laporan tindak 

pidana seperti pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor), pembegalan, dan 

aktivitas geng motor, kepolisian harus 

mengambil beberapa langkah strategis. 

Pertama, menindaklanjuti laporan dengan 

melakukan penyelidikan dan penyidikan 

sesuai prosedur hukum. Kedua, 

meningkatkan intensitas patroli di wilayah 

rawan guna menciptakan rasa aman di 

tengah masyarakat. Ketiga, menerapkan 

langkah penegakan hukum yang tegas 

terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk 

efek jera dan upaya preventif terhadap 

potensi kejahatan serupa di masa depan 

(Anshar & Setiyono, 2020). 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran 
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Polri diartikan sebagai berkaitan dengan 

keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah 

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai 

salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional yang di tandai 

oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan 

tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketentraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah 

dan menanggulangi segala pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainya 

yang dapat meresahkan Masyarakat (Negara 

Indonesia, 2002).  

Dalam perspektif Islam, institusi 
kepolisian dapat dipandang sebagai 
manifestasi dari nilai "amar ma'ruf nahi 
munkar", (Mubit, 2021) yakni ajakan kepada 
kebaikan dan pencegahan terhadap 
kemungkaran. Konsep ini memiliki korelasi 
erat dengan peran kepolisian sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002. Selain itu, kepolisian 
diharapkan menjalankan tugasnya dengan 
prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, 
sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surah An-
Nahl ayat 90: 

 
حْسَانِ وَايِْتاَۤئِ ذِى الْقرُْبٰى وَينَْهٰى  َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ اِنَّ اللّٰه

لْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُوْنَ عَنِ ا  
"Sesungguhnya Allah memerintahkan 

kamu untuk menyampaikan amanat kepada 
yang berhak dan apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia, hendaklah kamu 
menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nahl: 
90) 

Ayat ini menyoroti pentingnya 
keadilan, berbuat baik, dan menjaga 
hubungan baik antar sesama, yang juga 
merupakan tujuan dari penegakan hukum. 

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW 
diriwayatkan oleh Muslim: 

  
هِ فَإنِْ لَمْ يسَْتطَِعْ فبَِلِسَانِهِ وَمَنْ  مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيغُيَ ِرْهُ بِيَد ِ

يْمَانِ   لَمْ يسَْتطَِعْ فبَقَِلْبِهِ وَذلَِكَ أضَْعَفُ الِْْ
“barang siapa diantara kalian melihat 

kemungkaran, maka hendaknya ia 
menghilangkanya dengan tanganya. Jika dia 
tidak mampu, maka dengan lisanya. Orang 
yang tidak mampi dengan lisanya maka 
dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah 
lemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim) 

 
Di Indonesia, kepolisian memiliki 

tanggung jawab fundamental dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang 
bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial 
yang stabil dan aman. Subroto Brotodiredjo, 
sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, 
menyatakan bahwa keamanan dan 
ketertiban mencerminkan suatu keadaan 
yang bebas dari ancaman terhadap individu 
maupun kelompok, baik dalam bentuk 
kerusakan fisik maupun gangguan psikis. 
Keadaan ini memberikan rasa aman, 
terbebas dari rasa takut, serta menjamin 
kepastian perlindungan atas kepentingan 
masyarakat secara menyeluruh, melalui 
penegakan norma-norma hukum yang 
berlaku (Abrar, 2024). 

Tantangan dan Hambatan dalam 
Memberikan Rasa Aman dan Tentram 

Kota Tasikmalaya atau sering dijuluki 
Sang Mutiara Priangan Timur dikenal karena 
banyaknya destinasi wisata budaya, 
pariwisata, kerajinan tangan bahkan sebagai 
kota yang berperan penting dalam 
perkembangan wilayah di priangan timur 
(Heryana, 2022). Perannya sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah 
Priangan Timur menjadikan kota ini 
memiliki nilai penting dalam dinamika 
pembangunan regional (Tasik, 2019). 
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Kota 
Tasikmalaya justru dihadapkan pada 



DOI: 10.25299/al-thariqah.2025.vol10(2).23458   P-ISSN 2527-9610 
  E-ISSN 2549-8770 

244 
 

peningkatan angka kriminalitas yang cukup 
memprihatinkan. Seperti pencurian, 
penganiayaan, hingga kasus penipuan, tidak 
hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi 
juga menciptakan rasa cemas dan 
ketidaknyamanan di tengah masyarakat. 
Situasi ini menyayangkan, mengingat citra 
kota sebagai pusat budaya dan destinasi 
wisata berpotensi tercoreng jika tidak 
disertai dengan stabilitas keamanan yang 
memadai. 

Berdasarkan data BPS dan Open data 
Kota Tasikmalaya tahun 2023, polres kota 
Tasikmalaya mengeluarkan data 
menunjukkan bahwa jumlah tindak kriminal 
di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi 
signifikan. Setelah sempat menurun dari 193 
kasus pada tahun 2020 menjadi 153 kasus 
pada 2021, angka kriminalitas meningkat 
tajam menjadi 369 kasus pada 2022, dan 
melonjak hingga 679 kasus pada 2023. 
Lonjakan ini mencerminkan tren eskalatif 
yang mengindikasikan perlunya penguatan 
strategi pencegahan dan penegakan hukum 
secara lebih intensif dan sistematis (Badan 
Pussat Statistik Kota Tasikmalaya, 2023). 

Dalam beberapa tahun terakhir, 
tingkat kriminalitas di Kota Tasikmalaya 
menunjukkan peningkatan yang cukup 
mengkhawatirkan, terutama di wilayah-
wilayah dengan mobilitas tinggi dan 
kepadatan aktivitas ekonomi. Beberapa 
kawasan yang menjadi sorotan utama adalah 
wilayah Mangkubumi, Jalan SL. Tobing, dan 
Jalan Mangin, Jl.Cipedes1 yang kerap 
dilaporkan sebagai titik rawan kejahatan 
(Ahmad, 2025). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 1.1 
 

 
 
 

(Sumber: Open Data Tasikmalaya 
2020-2023) 

 

Kenaikan angka kriminalitas di Kota 
Tasikmalaya dipengaruhi oleh berbagai 
faktor kompleks yang saling berkaitan. 
Tekanan sosial dan ekonomi pasca pandemi 
COVID-19, khususnya sejak tahun 2021, 
telah meningkatkan kerentanan masyarakat 
akibat pemutusan hubungan kerja dan 
penurunan pendapatan. Kondisi ini 
mendorong terjadinya tindak kejahatan 
yang dilatarbelakangi motif ekonomi, seperti 
pencurian dan penipuan. Di sisi lain, 
peningkatan jumlah kendaraan bermotor 
yang tidak diiringi dengan sistem keamanan 
yang optimal turut memicu tingginya kasus 
pencurian kendaraan, yang diperburuk oleh 
rendahnya kesadaran individu dalam 
menjaga keamanan pribadi (Afi Satrio 
Wicaksono, 2022) 

Dalam menghadapi kompleksitas 
persoalan kriminalitas yang terus 
berkembang, pendekatan kepolisian 
berbasis komunitas sebagaimana diterapkan 
di Islandia dapat menjadi rujukan strategis 
bagi Polres Tasikmalaya. Di Islandia, 
kepolisian menjalankan peran yang tidak 
semata berfokus pada penegakan hukum, 
tetapi juga mengedepankan kemitraan sosial 
melalui dialog, keterlibatan aktif dalam 
kegiatan komunitas, serta edukasi publik 
yang berkelanjutan. Pendekatan humanis ini 
telah berhasil membangun kepercayaan, 
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partisipasi, dan rasa tanggung jawab kolektif 
warga dalam menjaga ketertiban dan 
keamanan di lingkungan mereka (Index, 
2023) 

Polres Tasikmalaya pada dasarnya 
telah menerapkan pendekatan serupa 
melalui berbagai program kepolisian 
berbasis komunitas. Program seperti "Polisi 
Sahabat Masyarakat", "Jum’at Curhat", serta 
kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-
sekolah merupakan bentuk konkret upaya 
mendekatkan aparat kepolisian dengan 
masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan 
memperkuat komunikasi dua arah, 
mendengarkan aspirasi warga, serta 
meningkatkan kesadaran hukum publik 
sebagai bagian dari strategi pencegahan 
kejahatan (Eni Pepin Lusiani, 2022). 

Namun demikian, efektivitas 
penerapan model ini di Tasikmalaya masih 
menghadapi sejumlah tantangan dan 
hambatan. Keterbatasan sumber daya, 
seperti jumlah personel dan infrastruktur 
pengamanan, belum proporsional dengan 
luas wilayah serta kepadatan penduduk yang 
harus dijangkau (Mustolih, 2020). Di sisi lain, 
tingkat literasi hukum masyarakat yang 
relatif rendah menghambat partisipasi aktif 
warga dalam upaya pencegahan kriminal. 
Ketimpangan sosial-ekonomi pasca pandemi 
juga masih menjadi pemicu utama 
meningkatnya kejahatan bermotif ekonomi. 
Selain itu, belum optimalnya sistem 
monitoring dan evaluasi program turut 
menjadi hambatan dalam mengukur serta 
meningkatkan efektivitas pendekatan 
berbasis komunitas tersebut 
(Wahyuningrum et al., 2023) 

Kepolisian Dalam Perspektif Siyasah 
Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah cabang 
dari fiqh siyasah yang berfokus pada 
pembahasan terkait perundang-undangan 
negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai 
konsep, termasuk konstitusi (undang-

undang dasar negara beserta sejarahnya), 
proses legislasi (mekanisme perumusan 
undang-undang), serta peran lembaga-
lembaga demokrasi (Irmayani, 2018) 

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, 
institusi kepolisian memegang peranan 
strategis dalam menciptakan ketertiban dan 
keamanan, serta menegakkan hukum yang 
selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam 
dan konstitusi negara (Indrani, 2022). 
Sebagai cabang dari Fiqh Siyasah, Siyasah 
Dusturiyah menitikberatkan pada aspek 
ketatanegaraan dan regulasi hukum, 
termasuk posisi dan fungsi kepolisian 
sebagai instrumen negara dalam 
mewujudkan tatanan masyarakat yang adil 
dan berkeadaban sesuai nilai-nilai Islam dan 
hukum positif yang berlaku (A.Dzajuli, 
2013). 

Menurut Imam Al-Mawardi dalam Al-
Ahkam al-Sultaniyyah, keamanan dan 
ketentraman merupakan bagian penting dari 
tanggung jawab negara, yang dijalankan 
melalui struktur kekuasaan yang sah. Salah 
satu jabatan yang disebutkan Al-Mawardi 
adalah wilayah al-hisbah, yaitu otoritas yang 
bertugas menegakkan amar ma’ruf nahi 
munkar di ruang publik. Secara konseptual, 
fungsi hisbah ini mirip dengan peran 
kepolisian modern, yakni menjaga 
ketertiban umum, mengawasi perilaku 
masyarakat, dan mencegah pelanggaran 
hukum. Petugas hisbah tidak hanya 
mengawasi aktivitas sosial seperti di pasar 
dan masjid, tetapi juga menegakkan nilai-
nilai syariah guna mewujudkan keteraturan 
sosial (Mohd Rumaizuddin Ghazali et al., 
2012).o 

Institusi kepolisian memiliki posisi 
penting sebagai representasi otoritas negara 
dalam menegakkan hukum, menjaga 
ketertiban, dan melindungi kemaslahatan 
masyarakat. Konsep ini selaras dengan 
keberadaan muḥtasib dalam sistem 
pemerintahan Islam klasik, yaitu pejabat 
yang ditunjuk oleh penguasa untuk 
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menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi 
munkar menyeru kepada kebaikan dan 
mencegah kemungkaran (Mujahidin, 2012). 

Lembaga ḥisbah, yang menaungi 
tugas muḥtasib, secara fungsional memiliki 
kemiripan dengan institusi kepolisian 
modern. Keduanya sama-sama bertanggung 
jawab dalam pengawasan sosial, penindakan 
terhadap pelanggaran norma, serta 
pemeliharaan ketertiban umum. Dalam 
konteks Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002, di mana kepolisian 
bertugas memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada 
Masyarakat (Fitri, 2012). Hal ini di jelaskan 
dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 104: 

 
ةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ   نْكُمْ امَُّ وَلْتكَُنْ م ِ

ىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 
ۤ
 وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِِۗ وَاوُلٰ

“Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan orang yang menyeru kepada 
Kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar. Mereka 
itulah orang-orang yang beruntung.”  

Keberadaan lembaga kepolisian 
merupakan representasi dari peran negara 
dalam memenuhi kewajiban syar’i untuk 
menjaga keselamatan rakyat, sebagaimana 
disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: 

 
 

كُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
 كُلُّ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan 
setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 
jawaban atas kepemimpinanya.”  

 
Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, 

keamanan dan ketenteraman bukan hanya 

dimaknai sebagai kondisi fisik yang terbebas 

dari gangguan, tetapi juga mencakup 

stabilitas sosial serta kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keadilan (Iqbal, 

2016). Oleh karena itu, aparat kepolisian 

dituntut untuk menjalankan tugasnya 

dengan menjunjung tinggi nilai keadilan (al-

‘adl), berorientasi pada kemaslahatan 

(maslahah), serta memikul tanggung jawab 

moral (mas’uliyyah) di hadapan hukum dan 

Allah SWT. Prinsip ini sejalan dengan kaidah 

fikih yang menjadi pedoman dalam tata 

kelola pemerintahan yang adil dan 

bertanggung jawab (Haq, 2024). Hal ini 

sesuai dengan kaidah fiqh: 

 

عِيَّةِ مَنوُْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  مَامِ عَلَى الرَّ فُ الِْْ  تصََرُّ
“Kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyatnya harus di dasarkan pada 
kemaslahatan.” 

Dengan demikian, tanggung jawab 
kepolisian dalam memberikan rasa aman 
dan tenteram kepada masyarakat, menurut 
teori Siyasah Dusturiyah, merupakan bagian 
dari tugas syar’i negara dalam mewujudkan 
stabilitas dan keadilan sosial. Pelayanan 
keamanan oleh kepolisian yang dilakukan 
secara profesional, adil, dan humanis adalah 
bentuk aktualisasi dari nilai-nilai Islam 
dalam praktik ketatanegaraan modern 
(Hutasuhut et al., 2022). Dalam hal ini, peran 
polisi tidak hanya sebatas sebagai pelaksana 
aturan hukum, tetapi juga sebagai penjaga 
kemaslahatan dan pelindung masyarakat 
dari berbagai bentuk gangguan dan 
kerusakan sosial. 

Peran Polres Tasikmalaya dalam 
Mewujudkan Rasa Aman dan Tentram 

Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) merupakan salah satu 
unsur pelaksana fungsi pemerintahan di 
bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
serta perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002, Polri bertujuan mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang mencakup 
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penegakan hukum, ketertiban sosial, dan 
perlindungan hak asasi manusia. 

Sebagai lembaga penegak hukum, 
kepolisian negara Republik Indonesia 
merupakan alat negara yang menjaga 
ketertiban dan keamnan Masyarakat 
bertugas untuk mengayomi, melindungi, 
melayani. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 
menunjukkan adanya semacam "dwifungsi" 
dalam tugas kepolisian, yaitu sebagai 
penjaga keamanan dan sebagai penegak 
hukum (Bapenas RI, 1945). Dalam perannya 
sebagai penjaga keamanan, kepolisian 
memiliki tanggung jawab untuk menjamin 
terciptanya sistem keamanan, ketertiban, 
dan ketenteraman umum (Adnyani, 2021) 

Menurut Soerjono Soekanto, esensi 
penegakan hukum adalah upaya untuk 
menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai 
yang tertuang dalam aturan hukum dengan 
tindakan konkret yang mencerminkan nilai 
tertinggi. Tujuan dari penegakan hukum ini 
adalah untuk menciptakan, menjaga, dan 
memelihara kehidupan sosial yang harmonis 
dan damai (Soerjono Soekanto, 2002). 
Proses penegakan hukum yang dilakukan 
kepolisian memiliki perlakuan yang 
berbeda-beda, perlakuan tersebut 
tergantung bagaimana kejahatan atau 
tindakan kriminal yang dilakukan. Dari 
banyaknya tindak kriminal yang terjadi, 
yang lumayan menjadi perhatian publik 
adalah tindak kejahatan geng motor dan 
curanmor (Hermawanda, 2023).  

Salah satu peran strategis kepolisian 
adalah melakukan upaya pencegahan 
kejahatan sebagai langkah utama dalam 
menjaga stabilitas keamanan masyarakat. 
Keberhasilan institusi kepolisian tidak 
hanya diukur dari kemampuannya 
menangani kasus setelah terjadi, tetapi 
terutama dari efektivitas dalam mencegah 
kejahatan sebelum terjadi. Pencegahan yang 
efektif memerlukan pendekatan berbasis 
data, seperti analisis tren kriminal, frekuensi 
kejadian, distribusi geografis, serta pola dan 

modus operasi kejahatan. Informasi tersebut 
menjadi landasan dalam merumuskan 
strategi kepolisian yang tepat sasaran, 
termasuk dalam pelaksanaan patroli rutin 
maupun operasi khusus (Pasien & Studi, 
2024) 

Konteks ini sangat relevan dengan 
situasi di wilayah Tasikmalaya, di mana 
angka kriminalitas seperti geng motor, 
curanmor, begal, pencabulan dan tindak 
kekerasan lainnya masih tergolong tinggi 
dan menimbulkan keresahan di tengah 
masyarakat (Irwan Nugraha, 2024). Kondisi 
ini menuntut optimalisasi peran Kepolisian 
Resort Tasikmalaya dalam menjaga rasa 
aman dan tenteram masyarakat melalui dua 
pendekatan utama yaitu preventif dan 
represif (Paramswasti, 2023) Secara 
preventif, polisi melakukan patroli rutin, 
penyuluhan keamanan, dan analisis data 
kriminal untuk mencegah kejahatan sejak 
dini. Edukasi kepada masyarakat juga 
dilakukan agar warga lebih sadar hukum dan 
aktif menjaga lingkungan (Aliya & Raisa, 
2023) 

Di sisi lain, upaya represif dilakukan 
dengan penyelidikan dan penangkapan 
pelaku kejahatan, serta operasi khusus 
untuk mengatasi kasus seperti geng motor 
dan pencurian. Polisi juga rutin menggelar 
razia di daerah rawan kejahatan, sebagai 
bentuk kehadiran negara dan penegakan 
hukum (Ricardo, 2010). Seluruh upaya ini 
didukung dengan kerja sama antara Polres, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, kamtibmas 
(Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan 
pemerintah daerah. Dengan pendekatan 
yang terencana dan melibatkan masyarakat, 
Polres Tasikmalaya berupaya mewujudkan 
lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman 
bagi semua warga (penulis, 2025). 

Salah satu bentuk implementasi 
tanggung jawab Kepolisian Resort 
Tasikmalaya dalam menciptakan rasa aman 
dan tenteram di tengah masyarakat adalah 
melalui penyelenggaraan program kerja 
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berbasis kemitraan. Program “Polisi Sahabat 
Masyarakat” merupakan inisiatif strategis 
yang bertujuan mempererat hubungan 
antara aparat kepolisian dan warga melalui 
pendekatan partisipatif (Mustolih, 2020). 
Kegiatan dalam program ini mencakup 
dialog interaktif, penyuluhan, seminar, serta 
pelatihan tentang keamanan lingkungan. 
Melalui keterlibatan langsung masyarakat, 
Polres Tasikmalaya tidak hanya membangun 
komunikasi dua arah yang lebih humanis, 
tetapi juga menumbuhkan kesadaran 
kolektif akan pentingnya menjaga keamanan 
sebagai tanggung jawab bersama. 
Pendekatan ini terbukti mampu menekan 
potensi tindak kriminalitas, khususnya yang 
bersifat meresahkan seperti pencurian, 
kekerasan jalanan, dan tindakan 
premanisme. Partisipasi aktif warga dalam 
menjaga keamanan lingkungan menjadi 
indikator positif terhadap meningkatnya 
efektivitas preventif kepolisian dalam 
menciptakan ketertiban umum yang 
berkelanjutan di wilayah Tasikmalaya. 
(penulis, 2025). 

PENUTUP 
Penelitian ini menyoroti pentingnya 

peran Kepolisian Resort Tasikmalaya dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan 
tanggung jawab negara, baik menurut 
hukum positif yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
maupun dalam perspektif siyasah 
dusturiyah, sebagai bagian dari sistem 
pemerintahan Islam. Berdasarkan hasil 
analisis, dapat disimpulkan bahwa 
Kepolisian Resort Tasikmalaya telah 
menjalankan tugasnya melalui dua 
pendekatan utama, yaitu pendekatan 
preventif dan represif. Secara preventif, 
kepolisian aktif dalam patroli rutin, edukasi 
hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan 
penguatan sistem pengawasan wilayah-

wilayah rawan. Sementara secara represif, 
tindakan dilakukan melalui penyidikan dan 
penindakan hukum terhadap pelaku 
kriminalitas, khususnya terhadap kasus-
kasus yang marak terjadi seperti geng motor, 
curanmor, dan kekerasan jalanan. Dalam 
perspektif Siyasah Dusturiyah, fungsi 
kepolisian mencerminkan pelaksanaan 
prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan 
bertujuan menciptakan kemaslahatan 
publik. Polisi diposisikan sebagai bagian dari 
otoritas negara yang wajib menjunjung 
tinggi keadilan, kemanusiaan, dan tanggung 
jawab sosial. Tugas ini sejalan dengan 
mandat syariat Islam bahwa pemimpin wajib 
menjaga stabilitas dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Untuk peneliti selanjutnya, 
disarankan agar melakukan perbandingan 
antara Polres Tasikmalaya dengan wilayah 
lain agar dapat diketahui strategi keamanan 
mana yang paling efektif. Lain pada itu, juga 
dianjurkan menggunakan pendekatan 
gabungan antara ilmu hukum, kriminologi, 
dan hukum Islam agar hasil kajian menjadi 
lebih komprehensif, serta pemanfaatan 
teknologi digital oleh kepolisian seperti 
media sosial atau aplikasi pelaporan juga 
menarik untuk diteliti, mengingat perannya 
yang semakin penting dalam menjaga 
keamanan masyarakat saat ini. 
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